
WALIKOTASINGKAW'ANG 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT . 

PERATURANWALIKOTASINGKAWANG. 

NOMOR 46 TAHUN 2016 

TENTANG . 
. . . 

SISTEM INFORMASI MAN~MEN PELAPORAN DATA TRANSAKSJ. 

WAJIB PAJAK SECARA ON-LINE 
. . . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : a 

. b. 

WAUKOTASINGKAWANG. 

. .. 

bahwa dalam rangka pelaksanaan ·pembayaran pajak yang· 

dtoayar sendiri oleh.Wajib Pajak (self assessment) lintuk 

Paj~ Hotel, Pajak Res~rim, · Paj* Hibural'.l dan · Pajak.·:. 

· P~krr sebagaiman~ ~atur-d~am Pasal 2 ayat (3) huruf a, 

huruf b, dan huruf g Pe~turari · Pemerintah Nomor 91 

Tahun 2010 tentang._Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 
. . 

Berda~arkan Penetapan ~epala: Daerah atau Dibayar . 

Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukari pengawasan.' · 
. . . . 

terhadap kegiatan transaksi u_~a wajib pajak;· 
. . 

bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada hUru.f a 
. . 

dilaksan8kan_ !fielalui . sistem ·· infonnasi _manajemen 

pehiporan data transaksi u~aha wajib paj8.k secara on-line; 
. . 

c. ~ahwa berdasarkai:J. _pe_rtimbangan sebagaimaila dimaksud · 

P8:da _huruf a, dan hunir b, perlu ·membentuk P~raturan . 
• • • > 

Walikota· tentang Sistem Inf<?nnasi Manajemen Pelaporan · · 
. . . 

Data Transaksi.'\Yajib Pajak Seema On-line; 
.. 

Merigingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan · 
. . 

Umum dan Tata Cara. Perpajaka.n · (Lembarim . Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tainbahari 

Lembaran: Neg~ Republik · ~donesia . No~or . 3262) · ·. 

sebagairnana. telah diubah beberapakali terakhir dengan 
. . . . 

Undang-Undang Nomor 28 Tahu~ 2007 tent.a.rig Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 16 T~un 2009 tentang . . . . . . .· .. 

·· .Penetapan Peraturan Pemerintah . Pengganti · Undang-
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UnciaJ?.g Nomor 5 Tahun 2008-tentaiig i>erubahan Keempat 

atas U~dang-Uiidang - Nomor: 6 Tahun · 1983_ tentang 

Ketentuan Umum dan ·Tata Cara· Perpajakan merijadi 

Undang-Undang · (Lembaran Negara· R~p~bmc· Indoriesia 

Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
. . .. 

Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 19 ~ah~ 19~7 ten~g Penagman .· 
. Pajak dengan Surat Paksa.· (Lembaran Negara ·Repub~ 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 421' Tambahan Lembarfilt . . . -

N~ Republiklndon~ia Noma~ 3686) sebagaimana ~ 

· diubah dengan Undang-Undang- No~or · 19 .Tahun · ~000 

tentang Peru~ahan atas Undang-U~dang Nomor.19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak · dengati · Swat Pak:Sa. 
. . . . 

(Lembaran Negara Republik Indon~sia Tahun 20()0 Nomor 
. . 

129; Tambaban Lembaran . Negara Republik Indonesia 

Nomor.3987); 

3. Un~g-U11:dang N~mor 14 Tahun ~002 tentarig ~ehgadil~·. 
Pajak (~mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

. . 
Nomor 27, . Tambahan · Lembaia.n. Negara Rep~blik 

Indonesia Nomor 4189); 

4. Undang-Undang · · Nomor .·. 1 Tahun . 2004 . tentang 

Perbendaharaan Negara · (Lembaran Negara_ Republik 
. . 

Indonesia Tahiln 2004 Nomor 5, ramb~an Lembaran 

Negara Repu'f?lik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor . 33 · Tahun . · 2004 te~tang · . · . 

Perimbangan Keuan~ an~ Peme$tah Pusat_ dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia . 
. . 

Tahun 2004 Nomor 126, · Tambahan Lembaran Negara· 

Nomor 4438); 

. 6. · Undang-Undang Nomor 28 Tahtin 2009 tent.ang Pajak.· 

· Daerah dan Retnousi Daerab. (~rilbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
.. 

Negara Republik Indonesia No~or 5049}; 
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7. ·undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014-. tentang 
. . .. . 

·Pemerintahan · Daerah (Lembaran Negara. Republik 

Indoneshi Tahnn 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebag~ana telah 
. . 

diubah beberap~· terakhir dengan l;Jn~ang-Undang 

N9mor ~ Tattun 20.15 tentanir P~b~ Kedua. atas 

Undang-Undang · Nomor 23 · Tahun . 2014 . tentarig 
Pemerintahan · Daerah . (Lembaran · Negara ."Rep~blik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran . . . 

Neg~ ~epub~ Indonesia Nomor 5679);.· 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tithun 2000 tentang Tata . . . . . . 

Cara Penyitaan Da.Iam Rangka Penagihan Pajak dengan · 

Surat Paksa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 

2000 Nomor 247, .Tambahan· Leinbaran· Negara Rej>ublik. 

Indonesia N~mor 4049); 

9. · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tabun . 2005 . tentang 

Pengelolaan Keuangan Dae~ (Lembaran Negara Republik 
. . .. 

Indonesia Tahun 2005 Nomor _140, Tambahan Le~baran 

Negara Repub~ Indonesia Nomor 457~);. ·. . . . ' 

10~ Peraturan Pemerintah Nomor. 91 Tahun _2~10 tCntang Jenis 

· pajak Daerah yang. Dipungut Be~asarkan · Penetapan 

Kepala Daerah atau Dibayar · Sendiri. oleh Wajib Pajak 

(Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 201~ Noinor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

· Nomor5179); · ·. 

11. Peraturan :Men~ri Dal~ Negen Nomo~ 13· Tahun.2006 .-
. . . 

tentallg Pedoman . Pengelolaan Keuangan . Daerah · 

seb~gaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.21 Tahun 2011 
" . 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mer~.teri Dalam 

Negeri Nomor . 13 · Tahun .. 20o6 tentang . ~e4oman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun201l Nom~r 310);. 
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12. Peraturan Daerah Nomor 2 T~un 20~_8 ten~g Pokok-. 

Pokok Pengelohian Keuangan Daera4 (Lembaran Daerah 

Kota. Singka.wang Tahun 2008 Nomor. 2, Tambahan . . . . . . 

Lembaran·DaerahKota. SfugkawangNomor 11); 

13. Peratu~ Dafmlh. Nomor ~ 1 Tahun 2010 tentang Pajak 

D~erah: (Lem~aran Daerah Kota Singka.wang Tabun 2011 

~omor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kata Sin~~ang 
Nomor23); 

14. Peraturan Daerah Nomor 3 ~ahtin 20.16 tentang 

Pembentukan ~an Susunan Perangkat Dae~ (Lembaran 

Daerah K?ta SingkawangTahun ·2016 Nomor 41 Tanibah3n 

Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51); · · 

· . MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :. PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI 
. . 

MANAJEMEN ·PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK 

SECARA ON-LINE. 

_ BABI 

KETENiUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Perafuran Walikota ini yang ~ud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Singkawang • 
.. 

2. Pemerintah · Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur · penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpiri pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom •. :· 

3. Walikota adalah Walikota.Singkawang. 

4. Pajak ·naerah yang selanjutnya· disebut pajak adalah kontnouSi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undaJ?.g, dengan tidak · mendapatkan 

imbalan langsung, yang digunaka.n unruk keperluan Dae~ b~gi· sebeSar-
.. 

besarnya kemakm~. rakyat. 

.. 5. Satuan Kerja Perangl~t Daerah ·yang s~lanjutnya disirigkat SKPD adalah 

orgaJ:n~si perangkat.Daei;ah yang m~aksanakan tugas po~ok dan fungsi 

pemungutan pajak Daerah. 
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·. 

6. Wajib ·Pajak adalah orang pn~adi atau ba~an~ meliputi ·pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut ·pajak, yang _mempunyai hak dan. 

· k~Wajiban peipajakan sesuai dengan ketentu~_ pera~ perundang-. 

undangan perpajakan ·naerah. 

7. Badan · adalah sekumpuhm. orang daµ/ at:au . modal yang · menipakan 

kesatUan, baik yang. _melakukan usaha mauplin jang .1i:dak melakUk8.n 

8. 

9. 

usaha, yang ~eliputi perseroan terbata~, pei-Seroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negarB. (BUMN) atau badan usaha milik dae:rah 

(BUMD)' dengan nama dan dalam bentuk apap~, firma, k~ngsi, '.koperasi, 

dana pensiun, perse~tuan, _ perkump~lan, yaJn:Lsan, organisa~ massa, 

organisasl sosial .politik, atau · organisasi lainnya, lembaga,. dan bentuk 
. . . .. 

badan lainnya terma~uk kontrak ~vestasi dan bentuk u~a tetap. _ 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayarian yang disediakan. oleh hotel. 
. . . .· 

Pajak Restoran adruah pajak ataS pelayanan yang disediakBn oleh restoran. 
. . . . . . 

10. Pajak.Hiburan adalah_pajak atas penyelenggaraan lnoui"a.n. 

11. Pajak ParldT. adalah pajak atas penyelenggai'aan tenipat. ~kir di Iuar 

badan jaian,· book. yang. disediakan Seb~gai suatu usaha, .termasuk 
. . . 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ·yang selanjutnya disingkat. SPtPD. · · 
. . 

adalah swat yang oleh wajib pajak ~~akan untuk . nielaporkan . 
. . .. 

. penghitungan dan/atau periibayaran pajak, objekpajBk dan/atau bUkan 
. . . . .. 

objek pajak, d"anf atau harta dan _ ~ewajiban ~sum · d~~ ketentuan . 

-_ peraturan perundang.:undangan perpajakan Daerah. 

13. Pembayaran adalah _jumlah uang y~g . seharusnya diterima: oleh orcmg 

pribadi 'atau badan atas -imbabm j~ yang disecliakannya, ~ tuilai, . 

dan/atau dengan eek clan sejenisnya 

14. Penyetoran ~dalah penyetoran pembaYamn. pajak oleh vmjib pajak ... 

15. Si~em informasi manajemen pel~poran ~ta· tran~ usaha wajib pajak 

secara on-'#ne adalah sis~ pelaporan d~t.3. tranSaksi .usaha wajib pajak 

melalui perangkat teknologi informasi berpa sambungan ·Iangsung antar 

sistem informasi data transakSi usaha wajib pajak dengan sistem informasi 
. . 

SKPD secara terintegrasi melaluijaringan komunikasi data . 

. 16. Sistem Informasi SKPD adalah.·i>erangkat ~an sist.em ·mro~ pajak 

Daerah dalarn bentuk apapun yang dapat .. me~ghubungkan secara 

Iangsung dengan perangkat dan · sistem informas~ data transaksi u~a 
dalam bentuk apapl.tn yang dimiUki ·oleh wajib pajak. 
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17. ·Data transaksi usaha selanjutnya disebut data.·tran~i pembayanm:. 

adalah keterangan dan/atau do~en ~saksi yaiig. be!bitan dengan. 

pembayaran pajak · D~e~ yang menja~ dasar · pengenaan pajak yang 

dilakukail oleh subjek pajak kepada wajib pajak.. . . . 

18. On-line adalali sambungan .Iangsung . anbrra subsite~ sat:U dengan 

subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.. 
. . 

19. Pemungutan p~jak adalah suatu rangkaian · kegiatan ·inulai. dari 
. . - . ..' -

pengbimpunan data objek dan subjek pajak, ~entuan beSamya pajak · 

terutang sampai kegiat:an.· ~gihan pajak ~J!ada wa]fu paj~ Serta 
· pengawasari penyetorannya 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pa.Sal2 · 

(1) Maksud m-bentulmya · · Peraturan Wallkota . ini . unbtk ~eningkatkan 
pelayanan kepada : wajib pajak dengan menerapkan sistem iilformasi 

manajemen pelaporan data transaksi usarui wajib pajak secara on-line. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini unt:llk: 

a meningkatkan pelayanaiI kepada wajib ·pajak; · 
.. 

b. mempeimudah wajib: pajak dalanf mengbitung besarnya pajak yang 

harus dibayai; . 

c. meningkatkan efisiensf dalam pemungutall pajak; . 

· d. mempercepat pelaporan datapenerima~ _pemba~ subjek pajak; 

e.: meningkatkan transparansi dan . akUrasi data penerimaan 

··pembayaran subjek pajak; dan 

f. me~gka.tkan pengaWasall atas pelaporan wajib pajak. 

BAB ill 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA . . . 

. WAJIB PAJAK SECARA ON-LINE 

Bagian Kesa.tu 

Umum·. 

Pasal3 

(1) Dalam rangka meneapai tujuan se~agaimana dnnaksud dalam Pasal 2 ayat 

. ·. . (2) dilaksanakan d~ngw menerapkan siste~ ~anajemen -~~ usaha 
. ' . . . 

. wajib_ -pajak; secara on.:.Zine.-. · .. 

(2) ·wajib pajak oobagaimana dimaksud pada ayat (~) meliputi wa~lb pajak 

hotel, wajib pajak restoran~ wajib. pajak ht'buran, dan wajib pajak parkir. 
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Bagian Kedtia 

·sisteni Transaksi Usaha Wajib Pajak 

Pasal4 · . 

(1) · SKPD · dapat melakukan peniasangan sistem. · on-line dengan 

· menghubungkan perangkat dail sistem informasi pajak Daerah yang 

dimi1iki SKPD deng~ perangkat·dan si~tem transaksi usaha yang dimitiki . 

wajib paja:k. 

(2) Sis~m tran~i usaha wajib pajak seba~aimana dim8ksud pada a~~t (1). 

adalah ~rangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh wajib · 

pajak untuk mencatat/merekam/meriginput ·setiap ~8*si pembayaran 
. . 

· atau pelayanan hotel, pelayanan restoran, j}enyelenggaraan hiburan serta 

penyelenggaraan parkir dari subjek pajak. 

Bagian Ketiga . 

Data Transaksi. On-Ifu.e 

· PasalS-

(1) sistem transaksi usaha secara on-line m~liputi data :pembayaran atas: 
. . 

. a .. · pajak hotel meliputi: 

1. kamar dan ruang pertemuan/ banquet; 

. 2. jasa pencucian (laundry); 

3. · telep~~'~ faximile, internet; · 

4~ . . blisiness centre; 

5. · .serui.ce charge; 
. . . . . . . . . 

6. transportaSi yang dikelola ho~ atau-yang dikerj~samakan hotel 

dengan pihak lain;. 

7. fasilitas olahTaga untuk tan~.u hotel dan bukan ~u hotel; 
. . . 

8. fa8ilitas htouran untuk tamu hotel dan bukan_ tamu hotel;· . 

9. · persewaan ruangari yang dimiliki atau.dikelola hotel; dan · 
.. 

10. makanan dan minuman. 

b. pajak restoran meliputi: 

1. penjualan makanan cU:u:i/atau ininw::Ilan; 

2. . service charge; 
3. . room charge; dari . 

4. minimum chp.rge/jirst drink charge~ . 
c. pajak lno:urru:i meliputi: 

1. room charge; 

2. · harga. . tanda . masuk/karcis/tiket masuk/~oin/ minimum . 

· . c1iarge/ '?Over ch<Jge/ ~drink ·charge,. dan_.sejemsnya; 
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3. membeiship/kartu. anggota da:n sejenisnya;. 

4." . m~an dan minumari (food and beuertiges); dan 

5. seivice charge. · 

·d. . p~jak parkir melipitti: 

1~ . tiket masuk pada pfutu masuk/keluar; . 

2. karcis ~rlangganan {~bet); dan 

3. persewaan pengelolaan tempat parkir. 

e. Data transaksi lainnya ·yang berkIDtan dt:ngan_ Pe~bay~ · pajak. 

hotel, pajak restoran~ paj~ ln~ul:an, dan p~j3k parkir. · . · . . . · 
. . 

(2) Data.transaksi pembayaran sebagaimana diri:iaksud pada ayat (1) berSifat 

. · rahasia dan ~ya dapat diketahui . oleh. pejabat, · wajib paji:lk :fang 
·. . . . 

bersangkutan, dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan 

. p_erundang-un~gan. 

(3) . Data trans8.ksi pembayaran hanya · cligun.akan-. untuk keper~rian SKPD 

· dalam hal perpajaka.n daerah. 

(4) Data sistem trarisaksi secar_a on-line .sebagaimana dim~ud pada ayat (1) . 

·dapat dilakukan penyesuaian apabila _terdapat perubah~, atau. 
. . . . . 

· perkembangan data :transaksi usaha y~g menjadi objek dasar 

perhiturigan pajak yang terutang atau penambahall j~s pajak ·sesuai 

... kemampuan ~KPD. . 
. . 

(5) · Pe~bahan data sistem transaksi secara: on-line hanya dapat ~. · 

atas persetujuan SKPD. 

Ba~ Keempat. 

· .PeµiasangaD. Jaringan; Peran~t dan Sistem Informasi 

: ... Pasal6 

(1) SebClum dil~ pema8anganjaringan, perangkatdan sistem.i¢"ormasi_, · . . . 
SKPD melakukan sill:vey · terbadap spesifik~si perangkat dan . sistem 

. . 

inforrilasi trimsaksi pemb~yaran.miiik wajib pajak yang dilaporkan· secara 

·on-line.· 

(2) . SKPD dapat menyediakan perangkat dan .. sistem· bagi. wajib pajak Yl:lllg 

. . . bel1:1111 memilild perangkat secara on-line. 
· (3) ·_ Terhadap wajib pajak ·yang memllild . perangkat. dan. sistem informasi . 

.. 

. . transaksi usaha secara terpusat, maka pe1aksanaan pelaporan secara on- .-
. . . . . . 

line dilakukan pada pex:angkat -dan . sistem informasi yang. ada di 

te:rnpat/ ouilet di daerah. 
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(4) Apabila perimgkat dan sistem infonliasi transaks1 · usaha yang dimiliki 

.. wajib ~ajak tidak dapat. dihubungkan dengan ~gkat ~ sistem 
'· . 

informasi pajak daei"ah yang dimmki SKPD~ yang disebabkan 1idak atau 
belum-~rdapatnya~trukturj~gan ~tau oleh sebab Iaill, maki S~D .. 
dapat menempatkan/menghubungkaii· perangkat atau sistem .infonnasi. 

dalam bentuk~ya sampai dapat terJak~Sistem pelapo~ secara On­

line. 

· Bagian Kelima 

Pe1:Jambahan/pengurangan, Penghentian·d~ Pencabutan Sistem.Infmmasi 

. ~anajemen Pelapo~ Secara On-line 

Pasal 7 
. . 

(1) Wajib pajakyang telah menerapkan s~tem pelaporan secara on~ dapat 

mengaju~ perinohonan secara tertulis · kepB.da ~epala SKPD ·unruk 

menambahkan data,· menguran~_ perangkat, dan sistem illfo~i · 

transaksi pembayaran seciua on-line. 
. .' . 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada. ay~t (1) diajukan sekurang-

kurangnya. ~: (dua) bulan sebelum penamb~an · atau· .· pen~gan 
. . 

perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh wajib 

pajak. 

(3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), SKPD ·_dapat memberikan _pers~~uan, dengan ketentuani 

a. tersedianya i;)erangkat.dan sistem d~. tahuri·berkenaan; 

.- ·b. . apabila tidak te~ perangkat dan ~s~m dafam tahun berkenaaµ,· 

maka SKPD dapat me1aksanakan sistem ·pelaporari ·secara · on-line · · 

melalui pe~gkat dan sistem yang telah tetj>asang sebelu:miiya tanpa .. 

membebani anggarimg APBD; dan. 

c. melakukan pemeriksanaan terlebih dahulu · terhadap pe~gkat dan . 

sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem. 
. . 

{4) Pemberian persetujuan penambahan ~tau p~ngurangan perangkat ~an· 

sistem . sebagaimaria diinaksud pada ayat . (3), cliberikan apabila. 

· berdasarkan hasil evaluasi p~ngawasan. informasi data transaksi .. ·· 
. . 

· pembayaran: wajib pajak telBh memenuhi ketentuan peraturan perundang­

. undangan. 

Pasal8 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permoho~ secara te~s penghentian 

penggun8:fill Sistem pelaporan secara on-line kepada SKPD, apabila: 

a. berhenti/dihentikan usaba"nya; atau 
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b. pengalihan p~ngelolaan usaha. 

(2) Permohonan penghentian pen~ sistem pela.poran secara ·on-line -

sebagaimana dimakSud pada eyat (1) diaj~ selambat-Iambatnya 2 .(dua) 

bulan sebelum usaha wajfb pajak dmentikan atau dialihkan. . 

_(3) Dikecualika.n dari ketentuan sebagaimar,ia dimaksud pa~a ayat (2) ap~bila 

penghentian u~a wajib pajak disebabkanforce majeilre. 

(4) Perangkat ~an sistem yang dinerhentikan· dapat · dia1ilikan oleh S~D 

kepada waJib pajak hrln.· 
. . . . 

(5) . DBlam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud .pada. 
. . . . . . . .. . . 

· ayat_ (1) hurufb, yang tidak meilgubah atau mengganti perangkat transabi 
. . 

pem.bayaran pajak daerah .sebelumnya, maka· perangkat dan sistem tetap 

dapat terpasaang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya peng3lihm:i: 

pengelolaan usaha. · 

Pasa19 
. . 

·c1) Wajib pajak hotel, wajib Jlt:lj* restoran, ~jib pajak hibu~, dan wajib 

pajak parkir wajib melaporkan .. dan inenyampaikan <hita trmlsaksi 
·. u~ya kepada SKPD. · 

(2) Data transaksi ·usaba sebagaimana climaksud · pada ayat. (1) berupa 

informasi, da~ boil penjualan (bill bondj, invoice, struck, karcis/tiket/ .. 
. . 

tatida masuk, atau member/kartu anggota/kartu berlangganan,· . dan 

. ·bentuk Iainnya yitng sejenis sebagai bukti penibayaran ~tas pelajranan .di 

hotel, · pelayanan di · restoran, penyelenggaraan.. lnnuran, . dan. · 
. . 

penyelenggaraan tempat parkir. 

"(3) Kewajiban melaporbn dan me~y~paikan_ data_ . transaksf usaha 

sebagaimana ~aksud pada ayat (1) dengfil:i berlalrunya Peraturan 

Walikota ini dilaksanakan secara. on-line~ . 
.. 

(4) Untulc melaksanakan · sistem pelaporan secara on-line sebagaimana 

dimaksud pada ~yat (3), SKPD dapat melB.kukari ~erjasama dengan pihak 

· ketiga. 

Pasal 10 

Penetap~ wajib .pajak daerah y~g menggunakan sistem _transaksi secara on-
. . line dilakukan oleh SKPD berdasarkan basil observasi lapangan . 

. BABV 
. . 

PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTEM ON-LINE 

Pasal 11 

Dikeeua.likal1: dari kewajiban · pemasangan sistem informasi manajemen 

pelaponm data transaksi wajib pajak secara on-line, ada)ah: 

·. 
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. . . 
a. wajib pajak yang ~ai penjuaJannya .tidak inelemhl Rp. 2.000.000,00 (dua 

juta.rupiah) perbulan; 
. . . 

b. · .wajib pajakyangmenjalankan usahanyakurang dari satu tahun;.dan/atau . 

c. wajib pajakyang mengalami konclisi keadaan memaksa lforce·~ajeure) . 
. . . 

Pasal 12 

Keaciaan merilaksa (force majeure) sebagaimana d.in:iaksud dalatll ~~ .s. ayat 

(3) . adalah keadaan~ yang terjadi di Iuar. · kem~~uan · manusia ~ yang 

. menyebabkan .·tidak dapat dilaksan~ya sistem informasi manajemri data 

. tran~si. usaha wajib pajak ~ara online. 

BAB VI 

BAK.DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu · 

Hak:WajibPajak::. 

Pasal13 
. . .. . . 

. Wajib pajak atau penanggung pajak berhak.untuk: 

a •.. menerlma jarninan kerahasiaan at.as setiap data trailsaksi usaha wajib. 
. . 

· · pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang~ di bidang 

perpajakan daeiah; 

b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan 

. data/dokumen ~saksi 1:1saba wajib paj~ pada w~ .penyampaian 

. SPtPD; . 

c. memperoleh dispensasi bempa pembebasan dari kewajiban ~elegalisasi 

bon penjualan (bill}, tiket/tanda masuk/karcis, dan be:r:ituk Iainnya 

sebagairnana diatur dalam ketentllan daerah; 

d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya 

choayar dari setiap transaksi. pembay~ ymg terkB.it dengan dasar 

pengenaan pajak daerah; · . . 
. . 

e. men~patkan jaminan ·bahwa. pemasangan/penyainbungan/peneinpatan. 

perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistein yang s~dah 

. ada pada wajib pajak; dan · 

f. · mendapatkan perb~an perangkat dan sistem yang ruSak atati tidak 
· berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan k.arena· perbuatan atau 

. . 

. kesalahan wajib pajak. 
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~~Kedua 

· Kewajt'ban Wajib Pajak 

· Pasal 14 

·_Wajib pajak atau_ penanggung pajak.berkew~Jiban: 
a memberikan infonnasi . mengenai merk/type, siStem infonnasi. data 

. ·_transaksi, jumlah perangkat '.dan sistem; serta :iniormasi ·lain yang. 

berkaitan dengan sistem data tnlnsaksi pembayaran yang dim_iliki wajib . 

pajak; 

b. ·. menerima jaringan untuk sistem pelaporan ~ on-line yang dilakukati 
oleh_SKPD; 

.. 

c. · ~memberikan kemudahan kepada SKPD dalam . melaksanrum:.:i sistem 
. . 

pelaporan secara on-line seperti menginstal/memasang/menghub~gkan 

perangkat tjan. sistem pehi~ran _secara o_n-Une ~ tempat usaha wajib pajak; 

d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap ~saksi 
. . . . . 

pembayaran yang dilakukan oleh maByarakat/ subjek pajak; 

e. ~enjaga dan mem~lihani. dengan baik perangkat clan sistem· ·yang· 

ditempatkan/clihub~gkan ol_eh SKPD; dan 

f. melaporkan dalam. jangka waktu 1 x 24 (satU kalidua puluh empat) jam 

kepada SKPD apabila perangkat dan/ atau sistem menga]ami k~rusakan 

atau tidak berfungsi/heroperasi ·. 

Wajib pajak dilarang: 

·., BABVII 

.LARANGAN. 

Pasal 15 

a. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, 
. . . 

menghilangkan sebagian··a.tau seluruh perangkat dan sistem yang te1ah. 

terpasang; 

b. menggunakan perangkat, atau sistem selairi yang telah ditetap~, atau 

disetujui oleh SKPD; 

c. mengubah data, perangkat, d8.n sistem den~ cara dan dalam bentuk · .· 

apapun tanpa persetujuan dari SKPD; dan/atau · 
. . 

cl. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa ~ SKPD. 
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Pasal 16 

Selafu hak dan kewajiban sebagaimana di~aksud·dalam Pasal 13 dan Pasal 14 
. . ·' 

segala ketentu~ mengen~ ·pem~gan perangkat dan sis~m ~~rmaSi pajak 

daerah ~an ~tur da~arn pe~anjian·antara kepala SKPD dengan wajib pajak •.. .' 

BAB VIII 

PENGAWASAN 

Pasal 17 

SKPD melakukan pengawasari atas penggu~ perangkat d~ penerapan 

sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secar8: on-line. 

PASAL1X. 

PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Walikota ini mUlai berlaku pada tanggal diundangkan . 

. Agar setiap orang ~enge~uinya; memerin~ pengundan~ Peraturan 

. Walikota. ini dengan penempatanny~ dalam ·Berita Daerah Kota Singkawang~ 

- . 
Diundangkan·di Singkawang 

pada tanggal 30,November 2016 

Ditetapkall di S~gkawang· . . 

pada tanggal 30 :November· 2016 

WAµKOTASINGKAWANG,. 

Ttd 

.. AWANGISHAK · 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, -·. 

Ttd 

SYECH BANDAR 
. . 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 20i6 ~OMOR.73. - " 

ANG-UNDANGAN., 

JDIH Kota Singkawang




